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ABSTRAK

Judul Disertasi : PEMBUKTIAN ACTUS REUS DAN MENS REA KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Kata Kunci - Pembuktian actus reus dan mens rea, Korporasi, Pembaharuan Hukum
Pidana.

Pembuktian actus reus dan mens rea korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah
suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Kesalahan adalah mens
rea, Mens rea adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak
pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Ketika perbuatan
pelaku dikatakan telah memenuhi rumusan delik (acfus reus), maka penyidik tinggal melihat apakah
pelaku memiliki mens rea atas perbuatan itu sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada hakekatnya diakui oleh Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi diterbitkan untuk menjawab polemik dan
perdebatan hukum yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum mengenai persoalan pemidanaan
terhadap korporasi dan sebagai hukum acara khusus yang berlaku bagi Penanganan Tindak Pidana
oleh Korporasi. Perspektif teoritis menggunakan teori kepastian hukum sebagai grand theory,
korporasi sebagai subyek hukum pidana sebagai middle range theory dan teori hukum pembuktian
sebagai applied theory.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode penelitian
yuridis normatif dan yuridis empiris yang didukung dengan wawancara. Spesifikasi penclitian yang
akan digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang memberikan paparan mengenai
pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam pembaharuan hukum
pidana di Indonesia, dikarenakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan, maka alat pengumpulan data dititikberatkan pada data sekunder yang berupa
dokumen atau bahan pustaka diantaranya adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan
studi lapangan yang didukung dengan wawancara. Sedangkan analisa bahan hukum menggunakan
analisis sistematis, analisis doctrinal dan analisis historis.

Cara pembuktian korporasi dalam tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan dikotomi
status hukum diantara korporasi dengan pengurus korporasi. Pembuktian dilakukan dengan membagi
secara kualitatif tentang actus reus dan mens rea yang dimiliki oleh korporasi dengan pengurus
korporasi dalam tindak pidana korupsi. Indonesia sebagai negara civil law, di mana
pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada korporasi tanpa melibatkan pengurus korporasi
selama para pengurus korporasi tidak memenuhi unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Di
indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ada di beberapa undang-undang, akan
tetapi pada penerapannya hanya baru tindak pidana khusus. Pemisahan actus reus diantara korporasi
dengan pengurus korporasi dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban secara objektif
sesuai dengan tujuan filosofis hukum. Di beberapa negara common Law seperti Amerika dan Inggris
pertanggungjawaban hukum juga dapat dibebankan kepada korporasi, mengingat pengadilan-
pengadilan tingkat federal pada umumnya mengadopsi doktrin tanggungjawab pengganti (vicarious
liability) kepada korporasi untuk semua jenis tindak pidana. fus conmtituendum dalam tindak pidana
korupsi dihubungkan dengan pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan
dengan memperbaharui hukum acara pidana yang mengatur pemisahan pertanggungjawaban hukum
diantara korporasi dan pengurus korporasi. Pemberlakuan aturan teknis tentang pembuktian actus reus
dan mens rea diantara korporasi dan pengurus korporasi di bawah undang-undang dianggap telah
bertentangan dengan perlindungan hak/kewajiban subjek hukum. Menerapkan konsep Corporate
Crime Liability Adjustment dalam hukum acara pidana dianggap langkah strategis dalam
pembaharuan hukum Jus contituendum Indonesia. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara
objektif terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan
penerapan konsep yang membagi diantara tiga (3) entitas hukum, yaitu: korporasi sebagai pelaku
tindak pidana korupsi, para pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan para
pengurus korporasi yang tidak terlibat tindak pidana korupsi.
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ABSTRAK

A. Judul Disertasi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Cerai
Gugat Melalui Penegakan Hukum : Perspektif Kesetaraan

Gender

B. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Pasca Cerai gugat, ,
Melalui Penegakan hukum, Perspektif Kesetaraan
gender

Perlindungan terhadap perempuan telah dijamin negara melalui asas
persamaan dihadapan hukum  tanpa diskriminasi. Akses perempuan ke
Pengadilan Agama banyak berkaitan dengan perkara perceraian yang
bersentuhan langsung dengan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa
nafkah iddah dan mut’ah. Dalam kenyataannya penegakan hukum dalam
perkara cerai gugat putusan hakim belum berperspektif gender,persoalan yang
terjadi bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dalam penyelesaian
perkara cerai gugat melalui putusan hakim dan bagaimana perlindungan
hukum bagi perempuan pasca cerai gugat melalui penegakan hukum
berperspektif gender menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif  yang
didukung yuridis empiris. Penelitian ini mengunakan teori Negara Hukum,
sebagai grand theory dan teori Positivisme sebagai middle range theory dan
teori Maslahah Mursalah sebagai applied theory. Bahan hukum yang
digunakan berupa bahan hukum primer ,sekunder, tersier dan data lapangan
sebagai pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara telah menjamin perempuan
dengan asas persamaan dihadapan hukum dengan perspektif perlindungan
perempuan pada pasca cerai gugai.,Namun di dalam Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan
yang hanya diperuntukkan bagi perempuan cerai talak sehingga hakim perlu
untuk bersikap responsif mempertimbangkan kepentingan perempuan yang
berkeadilan gender untuk kemaslahatan perempuan dengan menjadikan
sebagai payung hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar penegakan
hukum berperspektif  kesetaraan gender untuk perlindungan terhadap
perempuan.
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ABSTRAK

Nama :  Mahfut.
NPM : 201702026206
Judul Disertasi :  Pembinaan Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer”

(Ditinjau Dari Perspektif Prinsip-Prinsip Yang Termuat dalam Standart
Minimum Rules For the Treatment of Prisoners yang diperluas menjadi
UN Nelson Mandela Rules Revised)

Kata Kunci : Persamaan hukum, Pembinaan Narapidana, Pemasyarakatan Militer.

Penerapan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer sampai saat ini
masih menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara,
secara subtansi UU ini tidak cukup mengatur tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Militer. Selain itu UU ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
demokrasi dan HAM, karena istilah Kepenjaraan bertendensius mengandung pengertian balas
dendam dan penyiksaan. Penelitian ini menggunakan tiga level teori sebagai kerangka kerja
teoritis, yaitu Teori Dasar (Grand Theory) yakni teori Persamaan Hukum, dan teori Tengah
(Middle Range Theory) yakni teori Tujuan Pemidanaan serta Teori Aplikasi (Applied Theory)
yakni teori Pembinaan Narapidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang
dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sehubungan
dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, serta data
pendukung yang didapatkan melalui wawancara. Untuk analisis data dilakukan dengan metode
analisis yuridis kualitatif

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Militer dengan menggunakan Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi dan HAM, istilah Kepenjaraan
bertendensius mengandung pengertian balas dendam dan penyiksaan. Hal ini tentunya
bertentangan dengan asas kemanusiaan, Pancasila, dan pengayoman terhadap Narapidana
Militer. Penerapan UU ini tidak selaras sebagaimana termuat dalam UU No 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan UU No 34 Tahun 2004 serta tidak selaras dengan prinsip-
prinsip yang termuat dalam Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners yang
lebih dikenal dengan nama Nelson Mandela Rules Revised. Untuk itu disarankan kepada
Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI untuk merevisi, menyempumnakan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara, dengan merubah
menjadi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Militer, dalam lingkup, pengaturanya secara
lengkap mengatur berbagai aspek berkaitan dengan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan
Militer, Sistem Pemasyarakatan Militer, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer,
kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Militer, Hak dan kewajiban Narapidana Militer,
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